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ABSTRACT

e background of this study was a presumption about the ineffectiveness of village fund
management in Samatiga subdistrict, West Aceh regency, Aceh Province. The aim was
to describe of subdistrict head’s role and the relation Research questions were 1) How was
accountability of village fund management in Samatiga subdistrict year 20177 2) How was the
2018 Samatiga subdistrict head’s role on management of village fund? And 3) what were obstacles
and strategy conducted by the 2018 Samatiga subdistrict head in improving the accountability of
village fund management? The research used descriptive qualitative with interview, observation,
documentation and triangulation technique. Data analysis was interactive model.

The results were 1) the accountability of fund management of 32 villages in Samatiga
subdistrict year 2017 was problematic. 2) The 2018 Samatiga subdistrict head played role in
term of either stages or the sustainability of performing and managing village fund. 3) The
2018 Samatiga subdistrict head was obstructed by human resource factor in improving the
accountability of village fund, namely a) 5 heads of villages were beyond productive age, and b)
formal education of head of village; 9 of 32 heads of village just graduated from junior high school
level and 21 of whom were graduated from senior high school level. Moreover, trust crisis among
villagers Dokumentasi to the problem of execution of village’s income and expenditure budget
year 2017. Therefore, 3) The 2018 Samatiga subdistrict head commanded the 32 heads of village
to report the result of execution of village’s income and expenditure budget to the villagers at the
end of current year, empowered village heads together with village authorities, and form special
team to solve the crisis among villagers at several areas. The research recommendation is the
government of West Aceh regency needs to support the problem solving conducted by Samatiga
subdistrict head.

Keywords: role, village, village funds, village funds management

ABSTRAK

enelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan tentang permasalahan akuntabilitas pengelolaan
dana desa di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Provinsi Aceh dan bertujuan untuk
mendeskripsikan peran camat dalam keterkaitannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah
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1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samatiga tahun 20177
2) Bagaimana peran Camat Samatiga tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa? Dan 3)
Bagaimana hambatan dan strategi yang dilakukan oleh Camat Samatiga tahun 2018 dalam
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa? Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan
triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) akuntabilitas pengelolaan dana pada 32 desa se-
Kecamatan Samatiga tahun 2017 bermasalah. 2) Camat Samatiga Tahun 2018 berperan
dalam tahapan maupun kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan dana Desa. 3) Camat
samatiga tahun 2018 dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhambat
oleh faktor kualitas sumber daya manusia, yaitu a) 5 kepala desa telah melampaui batas usia
produktif, dan b) pendidikan formal kepala Desa; 9 dari 32 kepala desa hanya lulusan SLTP dan
21 di antaranya lulusan SLTA. Dan krisis kepercayaan masyarakat lantaran masalah laporan
penerapan APBDes pada 2017. Untuk itu, 3) Camat samatiga 2018 menekankan kepada 32
Desa setempat untuk melaporkan hasil penerapan APBDes kepada Masyarakatnya di akhir
tahun berjalan, membina kepala desa beserta para aparaturnya secara bergilir, dan membentuk
tim khusus untuk menanggulangi krisis kepercayaan masyarakat pada beberapa titik kawasan.
Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten aceh barat perlu mendukung

penanggulangan masalah yang tengah dilakukan oleh Camat Samatiga.

Kata kunci: peran, desa, dana desa, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

danya Peraturan Pemerintah No. 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara merupakan mandat
yang diturunkan oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 kepada pemerintah
untuk mengalokasikan Dana Desa dalam
setiap tahun APBN yang diberikan secara
langsung kepada desa sebagai wujud
pengakuan Negara terhadap desa dan
memperjelas fungsi dan kewenangan
desa untuk tumbuh dan berkembang
berdasarkan keanekaragaman potensi,
sumber daya, dan adat istiadat desa
itu sendiri dengan memprioritaskan
pembiayaan untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

Karena undang-undang Desa
mengamanatkan adanya dana desa yang
harus dimanfaatkan oleh desa sebaik
mungkin  untuk pembangunan desa,

pembinaan dan pengawasan dari pemerintah
daerah dalam pengelolaan dana Desa ini
sangatlah penting. Pada aspek pengelolaan
keuangan desa, Pasal 68 Permendagri No. 20

Tahun 2018 menyebutkan tugas kecamatan
yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan desa, yaitu

“Kepala Desa menyampaikan laporan
pelaksanaan APB Desasemester pertama
kepada bupati/wali kota melalui camat.”

Dalam implementasinya selama 3 tahun
berjalan, Dana Desa tidak hanya memberikan
dampak positif terhadap desa, namun
juga memicu permasalahan yang cukup
kompleks. Beberapa permasalahan yang
muncul di antaranya, keterlambatan dalam
penyusunan APBG yang berdampak pada
keterlambatan penyaluran dan pengelolaan
dana Desa pada anggaran tersebut. Faktor-
faktor yang menjadi pemicu terjadinya hal ini
salah satunya adalah kemampuan Keuchik
dengan latar belakang pendidikan yang
bervariasi di antaranya 9 Keuchik lulusan
SMP, 21 Keuchik lulusan SMA, dan 2 Keuchik
S1. Selain itu, isu-isu yang bermunculan
terkait transparansi pelaporan dana Desa
yang memicu kecurigaan masyarakat
terhadap aparat Gampong juga menjadi
salah satu hambatan dalam pencapaian
akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

H 580



Fakhrur Robiya dkk.: Peran Camat dalam Meningkatkan Akuntabilitas ...

Berdasarkan ragam  permasalahan
pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh
Barat Provinsi Aceh yang dinilai kurang
akuntabel beriringan dengan regulasi yang
kurang terperinci mengenai fungsi camat
dalam hal tersebut, maka penulis tergugah
untuk melakukan suatu penelitian mengenai
“Peran  Camat dalam  meningkatkan
akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di
Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (Studi
kasus di Kecamatan Samatiga).

Berdasarkan penjabaran di atas,
teridentifikasi masalah-masalah tentang
pelaksanaan Dana Desa dan peran

pemerintah Kecamatan Samatiga, antara
lain:

1. Peran camat dalam  melakukan
pembinaandan pengawasan pengelolaan
Dana Desa di Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat -terbatas;

2. Masih  banyak  hambatan  yang
dialami oleh pemerintah kecamatan
dan pemerintah gampong dalam
pelaksanaan Dana Desa;

3. Masih rendahnya pemahaman dan
kemampuan aparatur  pemerintah
kecamatan dan aparatur pemerintah
gampong terkait pengelolaan Dana
Desa;

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Metode ini penulis gunakan karena
bertujuan untuk menggambarkan tentang
objek penelitian yang akan penulis teliti.

Menurut Silalahi, metode pengumpulan
data adalah cara yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan atau mendapatkan data dari
fenomena empiris. Sedangkan menurut
Kerlinger dalam Juliansyah (2011: 12)
menyatakan bahwa penelitian ilmiah adalah
penyelidikan yang sistematis, terkontrol,
empiris dan kritis tentang fenomena alam,
dipandu dengan teori dan hipotesis tentang

hubungan yang diduga terdapat fenomena
itu.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan
Dana Desa di Kecamatan Samatiga
dalam mewujudkan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan fokus
utama pada pelaksanaan Dana Desa tahun
anggaran 2017 serta secara umum untuk
mengetahui hasil-hasil pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa sejak Dana
Desa pertama kali dilaksanakan pada 2015.

Penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti menggunakan metode deskriptif
kualitatif, maka peneliti hanya menggunakan
informan saja. Cara memperoleh data
adalah dengan: @ Wawancara mendalam,
dokumentasi, dan observasi. Sedangkan
informan berasal Camat Samatiga, Kepala
Seksi Ekonomi Pembangunan, Kepala Seksi
Pemerintahan Kecamatan Samatiga, Keuchik
(Kepala Desa) dalam Kecamatan Samatiga,
Bendahara Desa dalam Kecamatan Samatiga,
dan Tokoh-tokoh masyarakat menggunakan
snowballing sampling.

LANDASAN TEORETIS

Peran

Peranan merupakan suatu penampilan
atau tingkah laku tertentu dari seseorang/
kelompok berdasarkan kedudukan yang
dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam
melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu.
Peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu
tindakan oleh individu dalam kedudukannya.
Sedangkan Siagian menyatakan tentang
pengertian peranan adalah tempat tertentu
yang ditentukan untuk diduduki oleh
seseorang dalam suatu proses pencapaian
tujuan.

Teori peranan menggambarkan interaksi
sosial dalam terminologi aktor yang bermain
sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh
budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan
peran merupakan pemahaman bersama
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yang menentukan kita untuk berperilaku
dalam kehidupan sehari-hari.

Desa

Desa merupakan suatu organisasi
kesatuan masyarakat hukum yang lebih
dahulu ada sebelum kemerdekaan Republik
Indonesia dan memiliki wewenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Supriatna menyatakan bahwa “desa awalnya
terbentuk berdasarkan asal-usul dan adat
yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat”.

Sementara itu, Bintaro (dalam
Wasistiono dan Tahir) lebih memandang
desa dari segi geografis, yaitu sebagai:

Suatu hasil dari perwujudan antara
kegiatan sekelompok manusia dengan
lingkungannya. Hasil dari perpaduan
itu ialah suatu ujud atau penampakan di
mukabumiyang ditimbulkan oleh unsur-
unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis
dan kultural yang saling berinteraksi
antarunsur tersebut dan juga dalam
hubungannya dengan daerah lain.

Desa diberikan kewenangan dan sumber
dana yang memadai agar dapat menjalankan
otonomi desa dengan mengelola potensi
yang dimilikinya guna meningkatkan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Kunci keberhasilan Dana Desa
dalam membangun desa adalah kuatnya
sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerja
sama antara aparat desa dengan masyarakat
dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-
cita bersama.

Teori Akuntabilitas

Menurut Mahmudi Akuntabilitas Publik
adalah Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk
mengelola sumber daya, melaporkan,
dan mengungkapkan, segala aktivitas
dan kegiatan yang berkaitan dengan
penggunaan sumber daya publik kepada
pemberi mandat.

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai
upaya untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance)
pada  setiap tingkatannya. @ Menurut
Haryanto prinsip good governance adalah
adanya partisipasi, transparansi, dan
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
pemerintahan  maupun pembangunan.
Artinya, tingkat akuntabilitas dalam
implementasi pengelolaan Dana Desa
dimulai dari tahap 1) perencanaan, 2)
pelaksanaan dan 3) pertanggungjawaban itu
sendiri dalam seluruh tahapan pengelolaan
anggarannya.

Adapun unsur pertanggungjawaban,
dapat dicermati melalui bentuk-bentuk
pelaporan dari desa baik kepada pemerintah
kecamatan, maupun kepada masyarakat
luas. Praktik ini juga dapat ditinjau sebagai
bentuk implementasi prinsip transparansi.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat yang
dialokasikan langsung setiap tahunnya sejak
tahun 2015 ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan
untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan desa, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat perdesaan yang
dapat dicairkan secara bertahap.

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa menyebutkan bahwa kekuasaan

pengelolaan Dana Desa dipegang oleh
Kepala Desa dan dibantu oleh Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD) yang berasal dari unsur desa
yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala
Seksi dan Bendahara Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. Selain itu,
disebutkan juga bahwa Sekretaris Desa
bertindak sebagai koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dan dikelola
berdasarkan Asas-asas transparan,
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akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pelaksanaan Dana Desa, kepala
Desa harus melaporkan laporan realisasi
pelaksanaan APBDes yang terdiri dari
laporan pelaksanaan APBDes semester
pertama dan laporan pelaksanaan APBDes
semester kedua. Laporan pelaksanaan
APBDes semester pertama disampaikan
paling lambat pada akhir juli tahun berjalan
dan sebagai salah satu syarat untuk
pencairan Dana Desa tahap II, sedangkan
laporan pelaksanaan APBDes semester
kedua disampaikan paling lambat pada akhir
Januari tahun berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Se-Kecamatan Samatiga 2017

Camat Samatiga pada 2018 dalam
penyelenggaraan pemerintahannya harus
bertolak dari hasil kerja Camat Samatiga
sebelumnya, sehingga untuk menjawab
“apakah Camat tahun 2018 berperan dalam
peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana
desa?” diperlukan data tentang akuntabilitas
anggaran sebelumnya, yaitu Tahun 2017.
Barulah perubahan-perubahan yang
dapat berarti penurunan atau peningkatan
akuntabilitas  pengelolaan dana desa
antara 2017 dan 2018, selanjutnya dapat
diidentifikasi sebagai implementasi peran
Camat2018. Oleh sebab itu, data pengelolaan
dana desa yang disajikan harus meliputi dua
tahun anggaran sekaligus, yakni Tahun 2017
dan Tahun 2018.

Peran Camat Samatiga
Pengelolaan Dana Desa 2018

tentang

Kondisi riil yang terjadi di Kecamatan
Samatiga menunjukkan bahwa camat dalam
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa menyangkut dengan pengelolaan dana
desa menemukan permasalahan terkait
dengan pertanggungjawaban pengelolaan

dana desa yang dikeluhkan oleh beberapa
Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan Camat Samatiga 2018, peneliti
menemukan beberapa kebijaksanaan camat
di luar tugasnya berdasarkan Permendagri
No. 20 Tahun 2018 yang hanya sebagai
penyambung tangan Kepala Desa dalam
menyampaikan laporan pengelolaan dana
Desa kepada Bupati/Wali kota melihat
pemahaman Keuchik di beberapa Gampong
di Kecamatan Samatiga yang masih
memerlukan pembinaan dan pendampingan.

Hambatan dan Strategi Camat
Samatiga dalam Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2018

» Hambatan

1. Terdapat beberapa desa  tidak
melaporkan hasil penyerapan anggaran
pada masyarakat pada 2017 telah
memicu ketidakpercayaan isu khususnya
pada 4 Desa.

2. Terdapat beberapa kepala desa hanya
menempuh pendidikan sampai ke
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(
SLTP).

3. Terdapat beberapa Kepala Desa yang
telah lanjut usia sehingga memengaruhi
proses pelayanan kepada masyarakat di
desa.

» Strategi Camat  Menghadapi
Hambatan untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa pada Tahun Anggaran 2018

1. Klarifikasi Isu

Memberikan  kesempatan  kepada
beberapa pegawai kecamatan, kepala
desa, & BPD terpilih bersama personel
kepolisian sektor samatiga untuk
mengklarifikasi isu-isu yang merugikan
dalam pengelolaan dana desa.
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2. Penanggulangan Ketertinggalan
Kualitas Sumber daya Manusia Desa

Memberikan bimbingan secara rutin
kepada 32 desa dengan masing-
masing desa dibimbing khusus serta
memberikan tuntunanlangsung meliputi
pembahasanhakikatdanurgensilaporan
keuangan dalam kegiatan suatu lembaga
pemerintahan, sistematika pengajuan,
penerapan dan pelaporan dana desa
sesuai ketentuan yang berlaku, dan
himbauan untuk kembali merangkul
masyarakat yang sentimen terhadap
kinerja desa menyangkut pengelolaan
dana.

3. Motivasi Sekdes

Mendorong sekdes di bawah kepala
desa lanjut usia agar lebih dominan aktif
melaksanakan peran-peran teknis untuk
menutupi kelemahan daya aktif kades.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan
merujuk pada rumusan masalah, dapat
diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di
Kecamatan Samatiga tahun anggaran
2017 belum berjalan dengan baik.

2. Camat Samatiga yang menjabat pada
2018 menyadari bahwa peran utamanya
adalah controlling sebagai delegasi
bupati Aceh Barat di mana pelaporan
pengelolaan dana Desa  kepada
Bupati melalui dirinya sebagai kepala
pemerintahan di kecamatan.

3. Hambatan: Ketidakpercayaan Publik,
Kualitas SDM Desa, Usia Kepala Desa.

Penanggulangan: Klarifikasi Isu,
Pembinaan Rutin & Motivasi Sekdes.
target pelaporan dana oleh 32 desa
kepada masyarakat tercapai pada
2018.

SARAN

Berdasarkan proses dan hasil penelitian
ini, dapat diformulasikan beberapa saran,
antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Kepala Desa sebagai pimpinan
masyarakat akan berimplikasi paralel
terhadap ragam aspek pembangunan
daerah perdesaan setempat. Guna
memfilter kualitas Sumber daya Manusia
Kepala Desa, sebaiknya pemerintah
pusat maupun daerah provinsi aceh
mulai menetapkan standar minimal
kualifikasi pendidikan kepala desa.

2. Kepadapemerintah Kecamatan Samatiga
maupun Desa di dalamnya, agar
melakukan kaderisasi kepemimpinan
terhadap masyarakat setempat untuk
mempersiapkan aparatur desa pada
waktu mendatang. Supaya tidak lagi
terjadi kepala desa yang masih aktif
namun telah melampaui batasan usia
produktif.

3. Kepada lembaga pendidikan tinggi,
lembagakursusdanpelatihanagar banyak
melakukan studi serta memberikan
pelatihan di Kabupaten Aceh Barat guna
ikut memicu program maupun langkah-
langkah  pembangunan  daerahnya.
Mengingat Aceh Barat merupakan salah
satu kawasan tertinggal.
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